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Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah,
Daerah dituntut untuk menggali potensi Pendapatan Asli
Daerah secara optimal guna membiayai penyelenggaraan
Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;

b
. bahwa dengan adanya keputusan menteri dalam negen

Republik Indonesia nomor 188.34-6350 tahun 2016 tentang
pembatalan beberapa ketentuan peraturan daerah Kota
Kendari Nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah serta
terdapat tarif pajak daerah khususnya tarif pajak hiburan
perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Kota Kendari Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

1
. Pasal 18 ayat (6) undang-undang dasar negara republik

Mengingat : Indonesia tahun 1945;
2

. Undang-undang Nomor 6 tahun 1995 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3
. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan

penyelesaian sengketa pajak Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 40

, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

4
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224

, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-











50. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

51. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah
pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota
Kendari yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan
Daerah.

52. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak
berakhir.

2
. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Tarif pajak hiburan ditetapkan sebesar 25% {dua puluh lima persen.
(2) Khusus untuk hiburan kesenian rakyat dan tontonan film ditetapkan

sebesar 10 % (sepuluh persen).

3
. Ketentuan ayat (4) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan Batuan adalah nilai jual
hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan
volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar
masing-masing jenis mineral Bukan Logam dan Batuan.

(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud ayat pada ayat (2) adalah harga rata-rata
yang berlaku dilokasi setempat diwilayah daerah yang bersangkutan.

(4) Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi.

4
. Ketentuan ayat (4) Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

(1) Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah
(2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan

dalam rupiah yang yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau
seluruh faktor-faktor berikut:

a. jenis sumber air;

b
.
 lokasi sumber air;

c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
d

. volume air yang diambil dan/atau di manfaatkan;
e.
 kualitas air;dan

f
. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan

dan/atau pemanfaatan air.
(3)Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



6
. Ketentuan pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kota Kendari

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 5 - 3 - 2018

Diundangkan di Kendari
pada Tanggal, S - 3> - 2018

Pit. SEKRETAR1S DAERAH KOTA KENDARI,

INDRA MUHAMMAD
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